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DISPARITAS PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI 
SERTIPIKAT HAK MILIK DAN AKIBATNYA BAGI KEPASTIAN 
HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH 
 
Oleh : Suwito1  
 
Abstrak : Putusan yang berkualitas adalah mahkota bagi hakim dan mutiara 
bagi para pihak pencari keadilan. Putusan yang tidak berkualitas merupakan 
cermin buruk bagi hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan. 
Putusan hakim harus menyelesaikan semua aspek perkara, yaitu aspek 
yuridis, sosiologis dan psikologis. Putusan pengadilan yang diharapkan 
masyarakat atau para pihak pencari keadilan adalah putusan yang benar-
benar “mahkota”-nya hakim dan “mutiara”-nya para pihak pencari keadilan. 
Adanya putusan pengadilan yang tidak mencerminkan kedua hal tersebut 
adalah tidak terlepas dari perilaku, independensi dan integritas hakim yang 
mengadili perkara yang diputusnya. 
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Akhir dari suatu proses penyelesaian (pemeriksaan) perkara di 
pengadilan ialah apabila hakim telah menjatuhkan putusannya, baik yang 
berupa putusan (vonis), penetapan (beschiking), atau akta perdamaian (acte 
van vergerlijk) sesuai dengan jenis perkara, proses dan hasil penyelesaian 
akhir menurut hukum acara.  
Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang 
dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari adalah 
keadilan yang substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan 
substansial adalah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para 
pihak. Sedangkan keadilan formal adalah keadilan yang berdasarkan hukum 
semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para 
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pihak. Disini hakim harus menggali dan menerapkan hukum yang sosiologis, 
yakni yang sesuai dengan budaya hukum para pihak.   
Putusan hakim harus dapat memberi kemanfaatan kepada para pihak, 
yakni dapat membela hak-haknya dan mencegah dari perbuatan zalim. 
Dalam setiap langkah manusia pasti mengandung manfaat dan  mudarat 
(kerugian). Dua nilai yang saling bertentangan ini selalu hadir pada setiap 
langkah manusia. Demikian pula dalam putusan hakim. Oleh sebab itu hakim 
harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya bagi para pihak. 
Ambillah keputusan yang paling besar manfaatnya dan paling kecil 
mudaratnya secara manusiawi.2 
Adalah sulit untuk mengukur secara sistematis, putusan hakim yang 
bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada 
indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu 
putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain 
dapat di temukan didalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. 
Pertimbagan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam 
memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak 
sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan 
itu tidak benar dan tidak adil. 
Sebagaimana diulas pada bagian diatas bahwa putusan pengadilan 
yang diharapkan masyarakat pencari keadilan adalah putusan yang 
memenuhi rasa keadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat. Putusan-
putusan yang buntu dan berbuntut serta tidak menyelesaikan sengketa 
merupakan hambatan yuridis dalam penegakan hukum. Kenyataannya 
putusan yang demikian masih  ditemukan, antara lain yaitu adanya putusan 
pengadilan yang sama saling bertentangan antara satu dengan lainnya 
sedangkan subyek dan obyeknya sama dan berbeda dalam menilai alat bukti 
 
2  QS. Al Baqarah  2 ayat 219. 
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otentik, sehingga menyebabkan putusan tidak atau belum dapat dikatakan 
berkepastian hukum dan berkeadilan karena diajukannya perkara-perkara 
baru sebagai buntut dari putusan tersebut. 
Kenyataan diatas yang melatarbelakangi penulis tergerak untuk 
mengkaji dan membahas dalam penelitian dan tulisan ini, karena 
pertimbangan hukum putusan pengadilan yang menilai putusan lainnya yang 
telah berkekuatan hukum tetap dan bernilai sebagai alat bukti otentik 
semestinya sejalan dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, sehingga 
diharapkan produk hukum berupa putusan pengadilan tersebut tidak saling 
bertentangan dengan putusan terdahulu dalam hal menilai obyek alat bukti 
otentik benar-benar memberikan kepastian hukum dan  memenuhi rasa 
keadilan serta tidak terjadi disparitas putusan.  
Pada penelitian dan tulisan ini dikaji mengenai adanya suatu 
perkara/sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari 
pelepasan tanah adat yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah didaftarkan sehingga 
terbit sertipikat hak yang berlaku sebagai bukti otentik, hakim dalam perkara 
tersebut telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama dalam 
pemeriksaan persidangan dan berkeyakinan bahwa keotentikan sertipikat 
tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka sertipikat tersebut adalah 
sah sebagai bukti hak atas tanah obyek sengketa. 
Dalam perkara lainnya kemudian terdapat pihak-pihak yang 
mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah yang sama yang juga 
berdasarkan pelepasan tanah adat yang dibuat kemudian terhadap obyek 
yang sama atau termasuk bagian dari tanah yang sama, akan tetapi tidak 
memiliki bukti sertipikat atas tanah dimaksud, hakim juga memutuskan sah 
kepemilikannya dan menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak memiliki 
kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 
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Kedua Putusan Pengadilan  yang disebutkan diatas ditengarai 
ditemukan di Pengadilan Negeri Jayapura, karena itu bila dalam penelitian ini 
diketahui adanya dua putusan mengenai sengketa obyek yang sama dengan 
sertipikat hak milik sebagai bukti otentik ternyata dinilai berbeda 
keabsahannya dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, 
maka menurut hemat penulis telah terjadi disparitas putusan hakim yang 
tentunya akan berdampak pada status hukum kepemilikan hak atas tanah 
obyek sengketa.  
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Pada umumnya sifat dari sengketa adalah adanya pengaduan yang 
mengandung pertentangan hak atas tanah karena ada pihak yang dirugikan 
yang  menghendaki penyelesaian sengketa. 
 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini yang diharapkan adalah 
putusan hakim yang senanatiasa memperhatikan rasa keadilan yaitu keadilan 
bagi pihak yang berperkara dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu 
dalam mengadili hakim dituntut untukmempertimbangkan rasa keadilan dan 
semestinya melihat peradilan secara utuh. 
 Apabila ada perbedaan kepentingan antara kepentingan keadilan dari 
yang berperkara dengan kepentingan atau rasa keadilan masyarakat, hakim 
wajib mendahulukan kepentingan dan rasa keadilan yang berperkara. Secara 
apriori hak atas keadilan dari yang berperkara sebagai suatu bentuk 
“individual right”, kecuali benar-benar dapat ditunjukkan secara nyata suatu 
kepentingan dan keadilan masyarakat tanpa merugikan kepentingan dan rasa 
keadilan yang berperkara. 
Ketentuan yang mengataur hak tanah ulayat belum dapat 
menyelesaikan sengketa tanah ulayat, karena peraturan dan ketentuan 
masalah tanah ulayat tidak diatur secara khusus, maka permasalahan tanah 
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ulayat terus berlanjut tanpa adanya solusi melalui paraturan yang 
mengakomodasikan kepentingan masyarakat hukum adat secara jelas. Untuk 
mengungkap problematika pada permasalahan, diajukan beberapa teori dan 
konsep untuk menjelaskan suatu persoalan yang kita hadapi dalam 
masyarakat hukum adat. Konsep dan teori yang berhubungan dengan 
pemindahan hak atas tanah adat (ulayat) melalui jual beli yang sering 
dilakukan masyarakat adat, pemindahan hak tanah ulayat merupakan suatu 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pelepasan adat 
kepada orang lain. Menjual tanah adat berarti menyerahkan hak atas tanah 
adat dengan menerima prestasi tertentu berbentuk uang tunai, dalam istilah 
hukum adat jual beli dimaksudkan adalah jual beli lepas jual mutlak, jual 
lepas mutlak yaitu dengan dijualnya/diserahkannya atas suatu bidang tanah, 
maka melepaskan pula segala hak atas bidang tanah tersebut, sehingga 
perpindahan dari tangan penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya. 
Berkaitan dengan peralihan kepemilikan berdasarkan jual beli dengan 
pelepasan hak atas tanah adat, maka demi menjamin kepastian hak dari jual 
beli tersebut sudah semestinya diperhatikan berbagai faktor yang mendukung 
yakni faktor bersifat yuridis normatif menyangkut peraturan perundang-
undanganya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pedoman 
Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 
Mengenai adanya suatu perkara/sengketa mengenai kepemilikan hak 
atas tanah yang berasal dari pelepasan tanah adat yang telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan telah didaftarkan sehingga terbit sertipikat hak yang berlaku sebagai 
bukti otentik, hakim dalam perkara tersebut telah memeriksa dan 
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mempertimbangkan dengan saksama dalam pemeriksaan persidangan dan 
berkeyakinan bahwa keotentikan sertipikat tersebut tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya, maka sertipikat tersebut adalah sah sebagai bukti hak atas tanah 
obyek sengketa. 
Dalam perkara lainnya kemudian terdapat pihak-pihak yang 
mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah yang sama yang juga 
berdasarkan pelepasan tanah adat yang dibuat kemudian terhadap obyek 
yang sama atau termasuk bagian dari tanah yang sama, akan tetapi tidak 
memiliki bukti sertipikat atas tanah dimaksud, hakim juga memutuskan sah 
kepemilikannya dan menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak memiliki 
kekuatan mengikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 
 Kedua Putusan Pengadilan  yang disebutkan diatas ditengarai 
ditemukan di Pengadilan Negeri Jayapura, karena itu bila dalam penelitian ini 
diketahui adanya dua putusan mengenai sengketa obyek yang sama dengan 
sertipikat hak milik sebagai bukti otentik ternyata dinilai berbeda 
keabsahannya dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, 
maka menurut hemat penulis telah terjadi disparitas putusan hakim yang 
tentunya akan berdampak pada status hukum kepemilikan hak atas tanah 
obyek sengketa. Oleh karena itu melalui mekanisme Peraturan Perundang-
undangan, maka jalan yang ditempuh ada dua, yaitu melakukan Peninjauan 
Kembali untuk kedua kalinya terhadap putusan yang sama dan berkekuatan 
hukum tetap dengan objek dan para pihak yang sama atau melalui jalan 




Bahwa bilamana terdapat dua buah putusan yang mempunyai objek 
dan para pihak yang sama dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan 
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ditempuh mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peninjauan 
Kembali untuk kedua kalinya atau melalui jalan perdamaian atau dengan 
jalan Perdamaian antar para pihak 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Bazar Harahap. Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional.    CV. 
Yani’s. Jakarta. 2007; 
A.Hamzah. Hukum Pertanahan di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.1991; 
A.Mukti Arto. Putusan Yang Berkualitas Mahkota Bagi Hakim Mutiara Bagi 
Pencari Keadilan. Varia Peradilan No. 296, Edisi Juli 2010. 
Ali Achmad Chomzah. Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara. Sertipikat Dan Permasalahan. Prestasi Pustaka. Jakarta, 
2002; 
Bachtiar Effendie. Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan 
Pelaksanaannya. Alumni. Bandung. 1993; 
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesua Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pelaksanaan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 
Hukum Tanah Nasional. Djambatan Intan Sedjati. Klaten. Edisi 
Revisi. Cetakan ke sebelas. 2007; 
Partanto dan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Arloka. Surabaya. 1994; 
Rusmadi Murad. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Mandar Maju, 
Bandung, 1991; 
Sunindhia dan Widiyanti. Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa 
Pemikiran), Bina Aksara, Jakarta, 1988; 
